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PENETAPAN PELAYANAN ANANDA BAJU DANSA (PELAYANAN DIDATANGI BAGI LANJUT USIA DAN DISABILITAS) SEBAGAI INOVASI
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Mengingat :

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka Il di Kalimantan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Tahun 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 695);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 69 ) ;
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» Dasar : Pasal 14 ayat (1) Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir
dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan “Pencetakan
hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi sistem
informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 12

» “Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan
Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. bahan
baku : kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
d. warna : putih.



LEGALINAM DOKUMEN

Dasar :

Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019 1. Legalisasi dokumen
kependudukan dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau pejabat
yang ditunjuk 2. Legalisasi dokumen pencatatan sipil dilakukan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala bidang yang menangani
Pencatatan Sipil 3. Dokumen Kependudukan dengan format digital
dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak
memerlukan pelayanan legalisir.



Standar Operasional Prosedur Inovasi Pelayanan Didatangi Bagi Lanjut Usia dan
Disabilitas (Ananda Baju Dansa) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitas Kepala | Kepala Kabid Petugas Operator | Perangkat
. perekam di | dafduk Desa Kelengkapan Waktu Output
Desa Dinas Dafduk lapangan
1. | Mengajukan surat permchonan Syarat dan kelengkapan 5 Menit
pelayanan dokumen [ | sesuai Standar Pelayanan Dok.adminduk
kependudukan bagi lansia dan masing-masing dokumen pemohon
disabilitas adminduk
2. | Mendisposisi surat ke bidang Syarat dan  kelengkapan | 5 Menit Dokumen
untuk menjadwalkan perekaman sesuai  Standar Pelayanan kependudukan
masing-masing dokumen pemohon
adminduk
3. | Menugaskan petugas perekama Syarat dan  kelengkapan Dokumen
untuk berangkat ke lokasi sesuai  Standar Pelayanan | | penit | kependudukan
masing-masing dokumen pemohon
adminduk
4, | Tiba di lokasi untuk Y Syarat dan  kelengkapan Dokumen
melaksanaka perekaman bagi sesuai  Standar Pelayanan | | pari kependudukan
lansia dan disabilitas masing-masing dokumen pemohon
adminduk
Menerima data dari petugas di Y Syarat dan  kelengkapan Dokumen
5 | lapangan untuk diproses sesuai  Standar Pelayanan | 1gan kependudukan
dokumen adminduk masing-masing dokumen pemohon
adminduk
6. | Dukumen adminduk selesai Syarat dan  kelengkapan | 5 Menit Dokumen
i ) sesuai  Standar Pelayanan kependudukan
masing-masing dokumen pemohon yang
adminduk sudah selesai
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